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ABSTRAK
Applying good corporate governance becoming become strategic
determinant to company so that earning ever improve value and also
look after going concern growth process. For the reason, every
company requires to continue to improve its hard work so that can take
benefit from applying good cor porate gover nance.

If this good corporate governance principle is executed seriously,
may simply company will have sturdy base in running its business.
Externally, company will be more be trusted by investor, meaning its
stocks market value will increasingly. Partner work even also does not
hesitate to develop broader business relation again. Supplier have
trustworthy and clear hold and also sure will be treated fairly so that
can give best price, which mean create efficiency to company.
Creditors even also have high trust for the giving of its credit which is
possible needed to extension of is effort.

Keywords: Good corporate governance, fairness, transparency,
accountability, and responsibility

PENDAHULUAN

Good corporate governance (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya
pasar yang efisien, transparan serta konsisten ademgraturan perundang-
undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tlgayz@ng saling berhubungan,
yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulatora disaha sebagai pelaku pasar,
dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa ukaha. Prinsip dasar yang
harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

- Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan gemgrundangan yang
menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan pamas, melaksanakan
peraturan perundang-undangan dan penegakan hukwaraseonsisten
(consistent law enfor cement).

- Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCi{gasgiedoman dasar
pelaksanaan usaha.

- Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dgai@auserta pihak yang
terkena dampak dari keberadaan perusahaan, mekanjlepedulian dan
melakukan kontrol sosialsgcial control) secara objektif dan bertanggung
jawab.

Governance merupakan suatu sistem, di mana yang mengopenay&a
adalah manusia, adapun kesuksesan penerapannyat shegyantung pada
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integritas dan komitmenGood Governance merupakan prinsip sangat universal,
sehingga menjadi rujukan bagi semua umat beragsena, dapat ditemukan pada
kultur budaya di manapun. Hal yang membedakan igraod Governance di
suatu negara adalatbood Governance sebagai sistem, karena harus selalu
menyesuaikan dengan sistem hukum, keadaan danngmkgan kemajuan, serta
kultur bangsa itu sendiri. Didalam meneraplgarernance yang baik, diperlukan
pendekatan yang berbeda-beda, disesuaikan dengdastedan waktu. Pendekatan
yang dilakukan ada dua yaitu pendekatan yang saat aturan atau sistem,
dibanding pendekatan etikédldrd Law) dan pendekatan yang lebih menekankan
pada tidak terlalu sarat aturan tetapi lebih padadpkatan etikaSoft Law)..
Sebagai contoh, Amerika dan Singapura lebih menpiindekatarHard Law,
sedangkan negara-negara Skandinavia, Inggris dastralia lebih memilih
pendekatargoft Low (Daniri, 2008).

Indonesia masih menganut menggunakan pendekatan lgarbut, meski
ditengah kenyataan perilaku koruptif yang berlebihBeberapa kajian rating
tentang penerapagood corporate governance di Indonesia memberikan indikasi
bahwa memang diperlukan dorongan hukum untuk dapatalisasikan perubahan
kultur ke arah yang lebih baik. Namun tentu saj& iha bukan satu-satunya
jawaban dari semua persoalan. Pendekatan kompithmeescakup penerapan
regulasi, implementasi yang konsisten, termasulamdapemberian sanksi yang
sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera, jdghukung dengan sistem
penilaian kinerja yang adil, secara jangka panfaqat mengubah perilaku. Dalam
rangka membangun kultur yang etis dan berbgsi®rnance yang baik, peran
pemimpin sangat diperlukan guna menjadi panutan mambangun integritas
(Daniri, 2008).

Penerapan Tata Kelola Perusahaan kian menjadirfa&t@ntu yang strategis
bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatiaeerta memelihara proses
pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karenany@psgerusahaan perlu terus
meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambrifaatdari penerapan Tata
Kelola Perusahaarspod corporate governance) yang baik.

Sejarah Corporate Governance

Di negara-negara majagrporate governance baru ditelaah secara mendalam
sejak tahun 1980. Menghangatngerporate governance sejak tahun tersebut
sejalan dengan kebutuhan sistem perekonomian umgekanggapi banyaknya
kebangkrutan pada bebeberapa perusahaan papa(Sgsddiroza, 2003). Black
pada tahun 2001 menyatakan bahwa pelaksat@porate governance di negara-
negara maju sudah merata karena adanya aturan hd&nnmorma-norma yang
kuat. Meratanya pelaksanaaorporate governance menyebabkan pelaksanaan
corporate governance bukan merupakan faktor yang berdampak secarafikeymi
untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaarckB3ang, dan Kim, 2003).

Di Asia, termasuk Indonesiacorporate governance mulai banyak
diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, ga#tkrisis ekonomi melanda
negara-negara tersebut (Indaryanto, 2004). Blada gahun 2001 menyatakan
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bahwa di negara-negara yang sedang berkembangt{s#ipAsia) pelaksanaan
corporate governance mempunyai variasi yang besar yang berbeda dengan
pelaksanaaiorporate governance di negara-negara maju. Besarnya variasi dalam
pelaksanaanorporate governance menyebabkanor porate governance merupakan
faktor yang berdampak signifikan untuk meningkatkédai saham dari perusahaan
(Black, Jang, dan Kim, 2003).

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak meatandaniletter of
intent (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentiagagialah pencatuman
jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusatidadonesia (YPPMI & SC,
2002). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasidfebijakan Corporate
Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahadanddnesia
mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan stan@& ¢@ng telah diterapkan
di tingkat internasional.

Jika dilihat dari sejarahnya, keberadaanporate governance didasari oleh
dua konsep penting. Konsep pertama, legitimasi gnamgpn kekuasaan dengan
dikotomi antara pemilik dan pengelola perusahaagenty problems). Konsep
kedua, pada kenyataannya tidak mungkin untuk membeiauah kontrak yang
lengkap {ncomplete contracts) antara pemilik dan pengelola perusahaan (Leartmoun
2002). Secara singkat, masing-masing konsep dgpktsttan sebagai berikut:

- Permasalahan KeagenanAgency Problem)

Menurut Monks dan Minow (1995) dalam Susanti (20Q®&rusahaan
merupakan mekanisme yang memberikan kesempatamnl&dpmabagai pihak
untuk berkontribusi dalam modal, keahlian, sert@ag@a kerja dalam rangka
memaksimumkan keuntungan dalam jangka panjang. kfpihak yang
berkontribusi dalam modal disebut sebagai pemipkingipal), sedangkan
pihak-pihak yang berkontribusi dalam keahlian damaga kerja disebut agen
(pengelola perusahaan). Adanya dua pihak tersgemiljk dan agen), telah
menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekansgperti apa yang
harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yaerpeda di antara
keduanya. Setelah melakukan penempatan atas madgl mereka miliki,
pemilik akan meninggalkan perusahaan tanpa adamga gaminan bahwa
modal yang telah mereka tempatkan tidak akan dlssuuntuk investasi atau
proyek yang tidak menguntungkan. Kesulitan yangsdikan oleh pemilik ini
merupakan inti dari permasalahan keagenan.

- Kontrak yang Tidak Lengkap (I ncomplete Contract)

Setelah tahun 1970 muncul teori-teori ekonomi antang perusahaan.
Teori-teori ini dimunculkan oleh Alchian dan Deniggiada tahun 1972 serta
Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Alchian dansegz serta Jensen dan
Meckling memperkenalkan ide bahwa perusahaan mieanpexus of contract
(Learmount, 2002). Perusahaan merupatkews of contract mengandung arti
bahwa di dalam perusahaan terdapat sebuah koirtradl tbalik Quid pro quo
contract) yang memfasilitasi hubungan antara pemilik peraaa, karyawan,
pemasok, dan berbagai partisipan lainnya yangitet&agan perusahaan.
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Terkait dengan perusahaan sebageakus of contract, Maher dan
Andersson pada tahun 2000 menyatakan bahwa tidagkituuntuk membuat
sebuah kontrak yang lengkap antara pemilik modal dgen yang akan
menspesifikasikan bagaimana keuntungan dibagi ampamilik modal dan
agen; dan juga akan menggambarkan tindakan yangdaernagi agen dalam
semua situasi yang memungkinkan. Penyebab dak sidanya kontrak yang
lengkap adalah sulitnya untuk memprediksikan sétezpungkinan yang akan
terjadi dimasa yang akan datang atau karena kebimfa yang mahal untuk
mengantisipasi setiap kemungkinan tersebut (A2@88).

Pengertian Corporate Governance dan Good Cor porate Governance

Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitham mendefinisikan
GCG yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentirigdak terbentuknya
definisi yang akomodatif bagi semua pihak yang épektingan dengan GCG
disebabkan karena cakupan GCG yang lintas sek®B@( dapat didekati dengan
berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu makroekonprteori organisasi, teori
informasi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikolegsiologi dan politik
(Turnbull, 1977). Definisi CGC menurut Bank Dunidaéah aturan, standar dan
organisasi di bidang ekonomi yang mengatur periladmilik perusahaan, direktur
dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas wewenang serta
pertanggungjawabannya kepada investor (pemegaragmsdhln kreditur). Tujuan
utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem epeladiaan dan
keseimbangan cfieck and balances) untuk mencegah penyalahgunaan dari
sumberdaya perusahaan dan tetap mendorong teggoiniumbuhan perusahaan.

Secara umum Tata kelola perusahaan adalah ranggaises, kebiasaan,
kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaoehgarahan, pengelolaan, serta
pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi (d8lessana Iriyani, 2008) Tata
kelola perusahaan juga mencakup hubungan antaeapmenangku kepentingan
(stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahiaak-pihak utama
dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang sahamajemen, dan dewan
direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasukaway, pemasok, pelanggan,
bank dan kreditur lain, regulator, lingkungan, senasyarakat.

Sementara Syakhroza (2003) mendefinisikan GCG selsagtu mekanisme
tata kelola organisasi secara baik dalam melakusangelolaan sumberdaya
organisasi secara efisien, efektif, ekonomis atauptoduktif dengan prinsip-
prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaliadependen, dan adil dalam
rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelolanisgai secara baik apakah dilihat
dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupwkanisme eksternal
organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepadgabmana pimpinan suatu
organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai ateng@insip-prinsip diatas
sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankand&epagaimana interaksi
organisasi dengan pihak eksternal berjalan secarmdmi tanpa mengabaikan
pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan definisi tentang sistem, mekanismesegrodan struktur serta
hubungan,corporate governance merujuk pada sekumpulan komponen (sistem)
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yang dikendalikan dan diorganisasikan untuk menjaa bisnis perusahaan.
Komponen-komponen ini meliputi proses dan strukfan berbagai partisipan
(Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham,pdgmangku kepentingan
lainnya). Proses dan struktur merupakan mekanistae aspek teknis yang
diperlukan untuk mengendalikan dan mengkoordinadilexbagai partisipan dalam
menjalankan bisnis perusahaan. Proses akan merggramgkaian tindakan dari
para partisipan, sedangkan struktur akan menentld@gaimana partisipan
berhubungan dengan partisipan lainnya.

Dari uraian di atas;orporate governance dapat didefinisikan sebagai sistem
yang terdiri atas proses dan struktur (mekanisma)gymengendalikan dan
mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menkala bisnis perusahaan.
Poses digunakan untuk mengarahkan dan mengeldald@asd<aktivitas bisnis yang
direncanakan dalam rangka mencapai tujuan perusahanyelaraskan perilaku
perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakatnsmmpertahankan akuntabilitas
perusahaan kepada pemegang saham. Struktur akanspesdikaskan
pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab di anba&rbagai partisipan dalam
organisasi seperti Dewan Komisaris, manajer, pengegaham, serta pemangku
kepentingan lainnya, dan menjelaskan aturan-atunaonpun prosedur-prosedur
untuk pengambilan keputusan dalam hubungan perasalf@ngertian dagood
corporate governance dapat diuraikan sebagai berikut:

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur
dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan taitabah yalue added)
untuk semua pemangku kepentingan. Ada dua hal gaegankan dalam konsep
ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham unéumiprroleh informasi dengan
benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, jieama perusahaan untuk
melakukan pengungkapadigclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan
terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kdéigami dan pemangku
kepentingan dari perusahaan. YPPMI & SC pada taB0a (Sulistyanto, 2003).

Dari kedua definisi tersebut dan mengacu pada idedior por ate governance
yang telah terbentuk sebelumnya, tampak balgeed corporate governance
merupakan sistem yang mengendalikan dan mengkasikan berbagai partisipan
dalam menjalankan bisnis perusahaan sehingga jadranis perusahaan tersebut
dapat memfasilitasi perusahaan untuk:

- Menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab;

- Menjamin adanya keseimbangan di antara berbagankiegan dari pemangku
kepentingan (memberikan perlakuan yang adil badurge pemangku
kepentingan), termasuk menghargai hak dari pemegsalgam untuk
memperoleh informasi dengan benar (akurat) darn pgma waktunya;

- Melakukan pengungkapan dan transparan dalam sati@pmasi (seperti
informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikanaupun pemangku
kepentingan), termasuk juga transparan dalam mersbatu keputusan.

Corporate governance (tata kelola perusahaan) merupakan suatu subjek ya
memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama daémkelola perusahaan adalah
menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawsndat, khususnya
implementasi pedoman dan mekanisme untuk memagpi&alaku yang baik dan
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melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus ufaimaadalah efisiensi

ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelalaspkaan harus ditujukan

untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan pemmk&uat pada kesejahteraan
para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang mkanpsubjek dari tata kelola
perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kegemtinyang menunjuk
perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihallpiain selain pemegang saham,
misalnya karyawan atau lingkungan.

Empat komponen utama yang diperlukan dalam kons€& @i, yaitu
fairness, transparancy, accountability, dan responsibility. Keempat komponen
tersebut penting karena penerapan prinsip GCG adaarsisten terbukti dapat
meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beaslyl.etl896 dalam Sulistyanto,
2003). Keempat komponen tersebut menjadi acuanmdateenentukan setiap
langkah yang akan diambil oleh segenap jajaran jeamen dan karyawan
Perseroan, yaitu:

a) Keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusarkdbijakan yang diambil
adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkemmsm, termasuk para
pelanggan, pemasok, pemegang saham, investonsestarakat luas.

b) Transparansi, berupa komitmen untuk memastikan rdedeaan dan
keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yabgrkepentingan
(stakeholders) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan Rigaemi
Perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu.

c) Akuntabilitas, yang menjamin tersedianya mekanispsgan tanggung jawab
jajaran manajemen yang profesional atas semua ksguidan kebijakan yang
diambil sehubungan dengan aktivitas operasionaePean.

d) Tanggung Jawab, yang mencakup adanya deskripsijgisgtentang peranan
dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersamaaseik memastikan
dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial.

Perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yailg dengan
meningkatkan semangat kerja, akuntabilitas, keadiil@nsparansi dan tanggung
jawab. Memperbaiki pengelolaan dan control Perseroduk memastikan bahwa
standar-standar di bidang hukum dan keuangan aerjillam kerangka tata kelola
yang diatur berdasarkan hukum dan perundang-undasgda Anggaran Dasar
PerseroanGood cor porate gover nance meliputi:

* Laporan Keuangan
Perseroan mengumumkan Laporan Keuangan Triwuldangah Tahunan dan
Tahunan ke masyarakat secara tepat waktu. Lapceaari§an dan catatannya
disiapkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansgyditerapkan secara konsisten.

e Rapat Umum Pemegang Saham
Setiap tahun Perseroan mengadakan Rapat Umum Pegn&gdoam untuk
melaporkan kinerja dan tata laksana keuangan Parsauntuk tahun buku
yang telah berjalan untuk mendapatkan persetujaarPara Pemegang Saham
serta penunjukan Akuntan Publik.

» Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Perseroan bertugas untuk melakaanfkgsi pengawasan
terhadap Direksi Perseroan.
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* Direksi
Direksi diharuskan menjalankan tugas nya secaregsional dan memenubhi
sistem serta prosedur yang telah ditetapkan safrajan Anggaran Dasar
Perseroan

» Komisaris Independen
Dalam kerangka tata kelola Perusahaan, Dewan Kamligsalam tugasnya
melaksanakan fungsi penawasan terhadap Direksiyslaér independen.
Komisaris Independen diharuskan tidak mempunyauhgan dengan Direksi
maupun para Pemegang Saham.

* Komite Audit
Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatul@mpliance) perusahaan
terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undanganastikan kelayakan
dan ketelitian dari Laporan Keuangan yang mencalagmran Keuangan dari
Auditor Independen, mengamati efektivitas sistermgpg&asan internal
perusahaan yang dibuat oleh Dewan Komisaris dagkElir

Penerapan GCG di Indonesia
Komite Nasional KebijakarCorporate Governance (KNKCG) berpendapat
bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memptanyggung jawab untuk
menerapkan standar GCG yang telah diterapkan gkatninternasional. Namun,
walau menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yanglaporkan masih
rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip terdddsin banyak perusahaan
menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasintarghindari sanksi yang
ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersethdgai bagian dari kultur
perusahaan. Kondisi pelaksanaatorporate governance oleh perusahaan-
perusahaan di Indonesia dapat digambarkan sebagiaiit(dalam Aries, 2008):
1. Hasil survei internasional memberikan nilai gasendah kepada perusahaan-
perusahaan di Indonesia dalam mewujudkan prinsisiprgood corporate
governance, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara kénnya.
Hasil survei tersebut dapat diuraikan sebagai berik
a. Survei yang dilakukan oleh Credit Lyonnais SecesitiAsia (CLSA)
terhadap standar-standewrporate governance yang dilakukan oleh 495
perusahaan di 25 negara berkembang selama bulamaFetampai dengan
bulan April tahun 2001 menunjukkan bahwa rata-rskar total untuk
perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disumgalsebesar 37,81 dari
skala 0,00-100,00 (100,00 adalah nilai terting8Ror ini lebih rendah jika
dibandingkan dengan skor total untuk perusahaamspbaan yang disurvei
di negara Singapura (64,50), Malaysia (56,60), dn¢s5,60), Thailand
(55,10), Taiwan (54,60), Cina (49,10), Korea (4),Han Filipina (43,90)
(Aries 2008,). Dalam hal ini terdapat tujuh aspakg dinilai oleh CLSA,
yaitu: transparansi, kedisplinan manajemen, kemgmdi akuntabilitas,
tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosiapgausahaan.

b. Pada tahun 2003, CLSA pertama kali bekerja samgasheAsiancor porate
governance Association (ACGA) dalam melakukan survei terhadap
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pelaksanaanor porate governance oleh perusahaan-perusahaan di kawasan
Asia. Survei ini masih menggunakan standar pemilggng sama dengan
tahun 2001 dan 2002 dan dilakukan terhadap 380saeaan di 10
(sepuluh) negara Asia. Hasil survei menunjukkanaatrata-rata skor total
untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yangvdisbhanya sebesar
43,00 dari skala 0,00 — 100,00. Walaupun skor ampgak lebih tinggi
dibandingkan dengan skor pada tahun sebelumnyapymanasih lebih
rendah dibandingkan dengan skor dari kebanyakaaraefysia lainnya.
Hanya ada satu negara yang disurvei yang memik&r $ebih rendah
dibandingkan Indonesia, yaitu Filipina. Singapuranmpunyai skor 69,50,
Malaysia mempunyai skor 65,00, India mempunyai 480, Thailand
mempunyai skor 60,20, Taiwan mempunyai skor 58Cia mempunyai
skor 57,40, Korea mempunyai skor 70,80, dan Fiipmempunyai skor
39,80 (Gill dan Allen, 2003).

c. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tabiih ZLSA dan
ACGA melakukan penilaian pelaksanaagorporate governance
berdasarkan pada 5 (lima) aspek makro, yaitu:ukKum dan praktik, (i)
penegakan hukum, (iii) lingkungan politik, (iv) stiar-standar akuntansi
dan audit, serta (v) buday@rporate governance. Masing-masing aspek
mempunyai sejumlah pernyataan yang harus dijawabastejawaban ‘ya’
atau ‘tidak’ atau ‘kadang-kadang’. Jawaban ‘ya’dadinilai satu, jawaban
‘tidak’ diberi nilai nol, dan jawaban ‘kadang-kadamliberi nilai setengah.
Hasil survei pada tahun 2004 ini menunjukkan bahimdonesia
mempunyai skor yang masih rendah di bandingkan atemggara-negara
Asia lainnya, yaitu 40,00. Sebagai perbandingang&iura mempunyai
skor 75,00, Hongkong mempunyai skor 67,00, Indiamnpunyai skor
62,00, Malaysia mempunyai skor 60,00, Taiwan memgauskor 55,00,
Korea mempunyai skor 58,00, Thailand mempunyai &&00, Filipina
mempunyai skor 50,00, dan Cina mempunyai skor 4&068n, 2004).

d. Pada tahun 2005, dengan menggunakan standar pani§aing sama
dengan tahun 2004, hasil survei dari CLSA dan AC@Anunjukkan
bahwa Indonesia masih menempati posisi yang teherm#agan skor
sebesar 37,00. Sebagai perbandingan, Singapura ungaipskor 70,00,
Hongkong mempunyai skor 69,00, India mempunyai €4000, Malaysia
mempunyai skor 56,00, Taiwan mempunyai skor 52 K0rea dan
Thailand mempunyai skor 50,00, Filipina mempunyair 46,00, dan Cina
mempunyai skor 44,00 (Gill dan Allen, 2005).

e. Pada tahun 2007, dengan menggunakan standar panjang sama
dengan tahun 2004 dan 2005, hasil survei dari Cl&#AACGA terhadap
582 perusahaan yang terdaftar pada bursa saharh @febelas) negara
Asia menunjukkan bahwa Indonesia masih menempaisipgang terendah
dengan skor sebesar 37,00. Sebagai perbandingagkéttg mempunyai
skor 67,00, Singapura mempunyai skor 65,00, Indempunyai skor
56,00, Taiwan mempunyai skor 54,00, Jepang mempwsk@a 52,00,
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Korea dan Malaysia mempunyai skor 49,00, Thailarempunyai skor
47,00, Cina mempunyai skor 45,00, dan Filipina memypi skor 41,00
(Gill dan Allen, 2007).

2. Hasil penelitian Sulistyanto dan Nugraheni menukguk bahwacorporate
governance belum mampu mengurangi manipulasi laporan-lapd&euangan
yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaamuk@rlyang terdaftar di
Bursa Efek Jakarta (BEJ) (Sulistyanto dan Wibis@®3).

Penerapan GCG di Sektor Non Perbankan

Dalam pelaksanaan GCG, terdapat perbedaan pelaksaadi tiap Negara,
hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antaradaiperti kerangka hukum, maupun
hal-hal yang tidak tertulis namun memiliki pengagang luar biasa pada tingkat
keberhasilan penerapan prinsip-pringipernance yang baik.

Salah satu kesimpulan dari studi yang dilakukarh dembaga-lembaga
dunia, seperti Booz-Allen & Hamilton, McKinsey dBank Dunia terhadap kinerja
perekonomian Indonesia adalah rendahnya praktik G8&&tara umum, GCG
sendiri berarti suatu proses dan struktur yangrdigan untuk mengarahkan dan
mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan detujaan utama mempertinggi
nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap nmhailean kepentingan
stakeholders lain. Dari pengertian tersebut, selanjutnya dagipglaskan bahwa
GCG tidak lain adalah permasalahan mengenai prpeegelolaan perusahaan,
yang secara konseptual mencakup diaplikasikanniyeipprinsip transparancy,
accountability, fairness danresponsibility (Umar Farouk, 2001).

Konsultan manajemen McKinsey (2004) mendefinisikansformasi sebagai
perubahan yang dilakukan secara sadar dan bernki&annenuju tingkat kinerja
yang lebih tinggi berdasar pada kapabilitas damajadrganisasi. Transformasi
yang berhasil mensyaratkan arsitektur program yatigulatif dan konsisten pada
tiga tingkat: agenda perubahan secara keselurpbénk-pokok kinerja yang ingin
dicapai, dan inisiatif individual.

Daniri (2008) menyampaikan dalam Bisnis Indonesiawea ada Tiga tingkat
perubahan itu sejalan dengan Pedoman Umum GCG ds@oyang diluncurkan
oleh Komite Nasional Kebijakaovernance (KNKG) pada 2007. Padéevel
agenda perubahan, GCG membutuhkan komitmen dariusejajaran perusahaan
dan skenario yang jelas tentang kemana arah yaujg dengan penerapan GCG.

Temuan surveicorporate governance Perception Index (CGPI) yang
dilakukan Indonesiéngtitute for corporate governance (IICG) dan Majalah SWA.
Inilah survei tahunan keempat yang dilakukan s@fal. CGPIl 2004 merupakan
survei dan pemeringkatan penerapan GCG pada pearsg@ublik yang tercatat di
Bursa Efek Jakarta (BEJ). Tahun 2004, survei ddkakupada emiten yang terdaftar
Juni — Desember 2004 secara sukarela (Teguh, 2005).

Penerapan GCG di Sektor Perbankan
Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia — McKinseyn8ating Group
mengindikasikan bahwa investor asing (Asia, Eropaerika Serikat) bersedia
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memberikan premium sebesar 26% - 28% bagi perusadhdanesia yang secara
efektif telah mengimplementasikan praktik GCG. Kgsilan yang dapat ditarik
dari survei tersebut adalah bahwa semakin rendghkat budaya GCG pada suatu
negara maka premium yang akan diberikan akan sariakigi kepada perusahaan
yang menerapkan GCG. Dalam hal ini, para inveskanasangat menghargai
manajemen perusahaan yang berani melakukan haif pdisdalam tata kelola
perusahaan walaupun lingkungannya tidak mendulNagun demikian, ternyata
peringkat penerapan GCG Indonesia berada padaggatiterendah dan jauh lebih
buruk dibanding Jepang, Taiwan, Korea, Thailand Mahaysia. Hal ini menjadi
tantangan bagi pelaku bisnis khususnya sektor pkama (Mohamad Fajr, 2006)

Bank Indonesia, mengeluarkan Peraturan Bl Nomor /P&U2006
menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dari Bdnkdonesia akan kian
pentingnya perbankan nasional menerapkan GCG. &pkan dengan adanya
penilaian pelaksanaan GCG ini, masyarakat akantdapailai dan menjatuhkan
kepercayaannya kepada bank yang benar-benar tedéaterapkan tata kelola
perusahaan dengan baik, sehingga masyarakat pum akarasa aman
menyimpankan dananya di bank tersebut.

Bank Indonesia (BlI) menemukan sekitar 69,3% bankgyberoperasi di
Indonesia belum memenuhi ketentuan GCG atau tdtdakgang baik. Dari hasil
evaluasi Bl, sekitar 69,3% bank di Indonesia belkomply terhadap ketentuan
GCG. Hasil evaluasi ini diperoleh dari percobaami&hgenai penerapan beberapa
pasal dari ketentuan GCG terhadap industri perbarialndonesia. Evaluasi
dilakukan terhadap 101 bank pada periode Septe?ifst lalu.

Penyebab GCG belum Berjalan secara Optimal di Indoasia

Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampuksaetkarcorporate
governance dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan maspujudkan
prinsip-prinsipgood corporate governance dengan baik. Hal ini disebabkan oleh
adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perasgherusahaan tersebut pada
saat perusahaan berupaya melaksanakgporate governance demi terwujudnya
prinsip-prinsipgood corporate governance dengan baik. Kendala ini dapat dibagi
tiga, yaitu kendala internal, kendala eksternalp #andala yang berasal dari
struktur kepemilikan.

Kendala internal meliputi kurangnya komitmen dampinan dan karyawan
perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pamplian karyawan perusahaan
tentang prinsip-prinsigood cor porate governance, kurangnya panutan atau teladan
yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaragahaan yang mendukung
terwujudnya prinsip-prinsiggood corporate governance, serta belum efektifnya
sistem pengendalian internal (Djatmiko, 2004). kaad eksternal dalam
pelaksanaarcorporate governance terkait dengan perangkat hukum, aturan dan
penegakan hukumaw-enforcement). Indonesia tidak kekurangan produk hukum.
Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai GU&h tada tersebar dalam
UUPT, Undang-undang dan Peraturan Perbankan, Undzateng Pasar Modal dan
lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otorgaperti Bank Indonesia,
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Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkengadilan sangat
lemah. Oleh karena itu diperlukatest-case atau kasus preseden untuk
membiasakan proses, baik yang yudisial maupun -qudssial dalam
menyelesaikan praktik-praktik pelanggaran hukunugenaan atau GCG.

Baik kendala internal maupun kendala eksternal ssan@a penting bagi
perusahaan, namun demikian, jika kendala interisal #ipecahkan maka kendala
eksternal akan lebih mudah diatasi (Djatmiko, 206@ndala yang ketiga adalah
kendala yang berasal dari struktur kepemilikandBsarkan persentasi kepemilikan
dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan difygatakan menjadi dua, yaitu
kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikangyamenyebar. Kepemilikan
yang terkonsentrasi terjadi pada saat suatu peaxasatimiliki secara dominan oleh
seseorang atau sekelompok orang saja (40,00% ald).l Kepemilikan yang
menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan diwldék pemegang saham yang
banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil (sa#mggang saham hanya
memiliki saham sebesar 5% atau kurang). Salah datapak negatif yang
ditimbulkan oleh struktur kepemilikan adalah peh#sm tidak dapat mewujudkan
prinsip keadilan dengan baik karena pemegang safsarg terkonsentrasi pada
seseorang atau sekelompok orang dapat menggunaikalpeislaya perusahaan
secara dominan sehingga dapat mengurangi nilasgkeaan. Sama seperti halnya
kendala eksternal, dampak negatif yang ditimbutkam struktur kepemilikan dapat
diatasi jika perusahaan memiliki sistem pengendah&ernal yang efektif, seperti
mempunyai sistem yang menjamin pendistribusian Hek-dan tanggung jawab
secara adil di antara berbagai partisipan dalananisgsi (Dewan Komisaris,
Dewan Direksi, manajer, pemegang saham, serta gkma®pentingan lainnya),
dan dampak negatif ini juga akan hilang jika dalataktur organisasinya,
perusahaan mempunyai Komisaris Independen dengamalju tertentu dan
memenuhi kualifikasi yang ditentukan (syarat-sysgeatg ditentukan untuk menjadi
Komisaris Independen). Keberadaan Komisaris Indéggemi diharapkan mampu
mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independ objektif, dan
menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yangperatikan kepentingan
pemegang saham minoritas dan pemangku kepentiagamyd. Peran Komisaris
Independen ini diharapkan mampu mendorong diterapka prinsip dan praktik
corporate governance pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesiaaseak
BUMN. Upaya perusahaan untuk menghadirkan sistemgygredalian internal yang
efektif tersebut terkait dengan upaya perusahaatukumengatasi kendala
internalnya. Dengan demikian, dapat dikatakan badavapak negatif dari struktur
kepemilikan akan hilang jika perusahaan mampu ntasgg@ermasalahan yang
terkait dengan kendala internalnya (Aries, 2008).

Tanggung Jawab Sosia{CSR)

Di beberapa negara kegiatan CSR sudah lazim diakukleh suatu
korporasi. Bukan karena diatur oleh pemerintahmgalainkan untuk menjaga
hubungan baik dengamstakeholders. Di Indonesia, setiap perusahaan yang
berkaitan dengan sumberdaya alam harus melakukadR @#ig sebenarnya
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merupakan kegiatan sukarela. Berbeda dengan Indowiesini kegiatan CSR baru
dimulai beberapa tahun belakangan. Kegiatan iniimaigetop tatkala DPR
mengetuk palu tanda disetujui-nya klausul CSR masuklalam Undang-undang
No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)WanNo. 25/2007 tentang
Penanaman Modal (UU PM).

Adalah Pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa segageroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atekaiten dengan sumberdaya
alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dagkungan. Jika tidak
dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenaissaesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Aturan lebih tegas sebenaumg qudah ada di UU PM.
Dalam Pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanamdaimberkewajiban
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaantidddqa maka dapat dikenai
sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasagidtan usaha, pembekuan
kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman naiddalpencabutan kegiatan usaha
dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 Ayaki{ PM).

Beberapa kasus, seperti: lumpur Lapindo di Portaig,konflik masyarakat
Papua dengan PT Freeport Indonesia, konflik makgtrAceh dengan Exxon
Mobile yang mengelola gas bumi di Arun, pencemdirsgkungan oleh Newmont
di Teluk Buyat, dan sebagainya. Alasan lainnyaad&kewajiban CSR juga sudah
diterapkan pada perusahaan Badan Usaha Milik Ne@ldMN). Perusahaan-
perusahaan pelat merah itu, wajib memberikan barkepada pihak ketiga dalam
bentuk pembangunan fisik. Kewajiban itu diatur dalkieputusan Menteri BUMN
maupun Menteri Keuangan sejak tahun 1997.

KESIMPULAN

Penerapan tata kelola perusahaan kian menjadirfpkitoentu yang strategis
bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatiaeerta memelihara proses
pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karenany@psgerusahaan perlu terus
meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambifaatdari penerapan tata
kelola perusahaan yang baik. Percayalah, kita mgikakita memang sungguh-
sungguh mau melakukannya.

Jika prinsip GCG ini dilaksanakan secara sungguigguh, bisa dipastikan
perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh datenjalankan bisnisnya.
Secara eksternal, perusahaan akan lebih diperoagator, yang berarti nilai pasar
sahamnya akan terus membubung. Mitra kerja punragki mengembangkan
hubungan bisnis lebih luas lagi. Para pemasok nigémiégangan yang jelas dan
terpercaya serta yakin akan diperlakukan secadasatlingga bisa memberikan
harga yang terbaik, yang berarti menciptakan efssidbagi perusahaan. Para
kreditur pun memiliki kepercayaan tinggi untuk meogrkan kreditnya yang
mungkin kita perlukan buat perluasan usaha.

Secara internal, suasana kerja juga menjadi lebitdksif. Karena dengan
menerapkan GCG secara benar dan konsisten, bepartisahaan sudah
menerapkan sistem pengelolaan perusahaan sesugandggembagian peran
masing-masing, di tingkatan direksi, komisaris, keFkomite, dan lain-lain serta
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aturan main yang baku berdasarkan prinsip GCG faak kalah pentingnya,
terciptanya keseimbangan kekuatan di antara strukternal perusahaan (direksi,
komisaris, komite audit, dan lain sebagainya). Sgid, pengambilan keputusan
bisa menjadi lebih dipertanggungjawabkaaccbuntable), juga hati-hati dan
bijaksana frudent).

Bukan rahasia lagi, hingga saat ini praktik korupsinggelembungan biaya,
kolusi serta nepotisme masih tumbuh subur dan tépugpuk di banyak perusahaan
swasta atau pemerintah. Penerapan GCG ini sebenarerupakan antibiotik yang
sangat ampuh untuk memberantas praktik-praktik yaegciptakan radang yang
merongrong perusahaan tersebut yang pada gilirameyagikan konsumen karena
adanya praktik biaya ekonomi tinggi. Mengingat naatriya itu, para otoritas GCG
perlu lebih agresif lagi mendorong penerapan GE&fhitama di perusahaan publik,
lembaga keuangan nonpublik dan BUMN.

Tidak bisa diingkari, masih banyak penerapan GC@Ggysekadar untuk
kosmetik atau mendongkrak citra perusahaan danktaisisten untuk jangka
panjang. Karena itu, perlu komitmen yang lebih ginggi terutama dari pimpinan
dan pemilik perusahaan. Begitu pula, survei sepertipun selalu mempunyai
kelemahan, karena tak bisa sebebas-bebasnya meagaayang tersembunyi di
balik tameng rahasia perusahaan.
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